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ABSTRACT

This research was conducted to obtain evidence related to the Influence of
Gross Regional Domestic Product and Assets in Revenue And Their Implications On
Financial Performance in Regency/ City in Central of Java. Financial performance is
calculated using the fiscal capacity, fiscal decentralization ratio independence ratio ,
the ratio of the effectiveness and efficiency ratios . The research was conducted and
located in 35 Regency / City in Central of Java, consists of 29 regency and 6 city .
The data used in the form of APBD and realization APBD, Balance Sheet and GDRP
in Central of Java in 2008 to 2011 . Tests performed by using regression analysis .

The results of this research indicate that GDRP have positive and significant
impact on local revenues, Assets do not affect to the local revenue and Local
revenue is negative and significant effect on financial performance. Testing for local
revenue as variable that mediate GDRP and assets against financial performance
was tested using regression analysis of variables mediating the causal step method
and obtained results that did not mediate the relationship GDRP and assets with
financial performance.

Keywords : GDRP, assets, local revenues, financial performance

130




Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Volume XVI, No.1 Januari 2016

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti terkait dengan
pengaruh PDRB dan Aset terhadap Penerimaan Daerah Serta Implikasinya Pada
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah.Kinerja Keuangan
dihitung dengan menggunakan rasio keuangan vyaitu kapasitas fiskal, rasio
desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
Penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang
berjumlah 35 kabupaten/ kota terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Data yang
digunakan berupa APBD dan realisasi APBD, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
PDRB Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
Penguijian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penerimaan daerah, Aset tidak berpengaruh terhadap
penerimaan daerah, Penerimaan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan.Pengujian untuk variabel penerimaan daerah sebagai
variabel yang memediasi PDRB dan Aset terhadap kinerja keuangan diuji
menggunakan analisis regresi variabel mediasi dengan metode kausal step dan
diperoleh hasil bahwa penerimaan daerah tidak memediasi hubungan PDRB dan
Aset dengan kinerja keuangan.

Kata kunci : PDRB, Aset, Penerimaan Daerah, Kinerja Keuangan

. PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya UU
No 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui oleh UU No 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, namun kenyataannya sampai dengan saat ini
pembangunan Indonesia khususnya di Pulau Jawa masih belum merata.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah memiliki Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terendah dibandingkan 5 provinsi
lain yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Masih rendahnya Asset dan PDRB Per kapita ini terjadi diduga karena belum
optimalnya Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh
masing-masing daerah, karena menurut Sukirno (1978) menyatakan bahwa
PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya
pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah
bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-
masing daerah. Melihat fenomena yang ada, Hidayat (2009) menyatakan bahwa
dalam era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut mampu berkompetisi
memberikan fasilitas kepada tiap sektor untuk mendorong peningkatan PDRB
dan mengelola aset yang dimilikinya dalam meningkatkan penerimaan daerah
yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.
Peningkatan PDRB dan aset dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui PAD
dan DBH yang merupakan bagian PDRB yang diambil pemerintah untuk
penyediaan barang dan jasa bagi kepentingan publik
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Penelitian Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa sampai dengan
tahun 2009, kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Tengah dijelaskan
sebagai berikut: rerata derajat desentralisasi sebesar 9 %, rerata rasio
kemandirian keuangan sebesar 10 %, rerata rasio efektivitas PAD sebesar
117%, rerata rasio derajat kontribusi BUMD hanya 4 %, rerata alokasi belanja
modal sebesar 21 %. Melihat rerata alokasi belanja modal provinsi Jateng
hanya 21 % masih dibawah rerata nasional sebesar 28,8 %, sehingga hal ini
menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah yang masih
belum baik.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan
laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah
pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
APBD dalam era otonomi daerah disusun menggunakan pendekatan kinerja
yang merupakan sistem anggaran yang mengutamakan pada pencapaian hasil
atau output dari input yang ditetapkan. Bastian (2006) menyatakan indikator
kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan
memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Publikasi indikator kinerja melayani berbagai tujuan dasar, salah satunya adalah
menjamin pertanggungjawaban sektor publik.

Menurut Bastian (2006) penilaian prestasi organisasi sektor publik difokuskan
pada tiga konsep dasar yaitu ekonomi mengenai input, efisiensi tentang output
dan input dan efektivitas berhubungan dengan output. Beberapa rasio keuangan
yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut
Halim (2002) yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan
efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hamzah
(2008) meneliti kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio
efektivitas dan rasio efisiensi untuk mengukur bahwa kemandirian dan
pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah
akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pada penelitian
ini menggunakan rasio keuangan yaitu kapasitas fiskal, rasio desentralisasi
fiskal, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota terdiri dari 29 kabupaten dan
6 kota. Seluruh kabupaten/kota dijadikan sampel dalam penelitian ini
2. Definisi Operasional Variabel
a. Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja
keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator
keuangan, dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan rasio
keuangan yaitu :
1) Kapasitas Fiskal
Nilai kapasitas fiskal diperoleh dari lampiran peraturan menteri keuangan
yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2009 Peraturan
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Menteri Keuangan No0.245/PMKO07/2010, PMK No.44/PMK.07/2011,
serta PMK Nomor 226/PMK.07/2012.

2) Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal digunakan rumus sebagai berikut :

PAD 100%
Total Penerimaan Daerah x 0

3) Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian keuangan menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap sumber ekstern. Menurut Halim (2002), rasio kemandirian
dihitung dengan rumus :
Pendapatan Asli Daerah

1009
Dana Perimbangan x %

4) Rasio Efekrtivitas
Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan  pendapatan asli daerah yang direncanakan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil
daerah, Sularso dan Restianto (2011). Rasio efektivitas diukur dengan :

Realisasi Penerimaan PAD

0,
Target Penerimaan PAD x100%
5) Rasio Efisiensi
Menurut Hamzah (2008), Rasio efisiensi adalah rasio yang
menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi
pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio
ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Rasio efisiensi diukur
dengan:

Realisasi Pengeluaran

x100%

Realisasi Penerimaan

b. Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB ) dan Aset Pemerintah Daerah
1) PDRB
PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah
dalam jangka waktu tertentu. PDRB yang dihitung berdasar harga
berlaku. Data diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah.
2) Aset Pemerintah Daerah
Diukur dengan total aset pemerintah daerah. Data diperoleh dari Neraca
pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit dan
dikeluarkan BPK.
c. Variabel Mediasi
Variabel mediasi merupakan variabel yang berfungsi memediasi hubungan
antara variabel independen dengan variabel dependen Suliyanto (2011).
Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah penerimaaan daerah.
Penerimaan daerah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima
oleh daerah tersebut yang berasal dari daerah itu sendiri atau pun dari
pemerintah pusat, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,
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Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain — lain PAD yang sah ), Dana
Perimbangan (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), serta pendapatan yang diterima dari
penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah diukur dengan
satuan rupiah

3. Model Persamaan Regresi

C.

a. Persamaan Model |
M =a+biX;+byXo+¢

Keterangan :
X1 = PDRB
X5 = Aset Pemerintah Daerah
M = Penerimaan Daerah
b1 b, = Koefisien regresi
a = konstanta
€ = Error Term

b. Persamaan Model Il
Y =a+bsM+e
Keterangan :
Y Kinerja Keuangan

M = Penerimaan Daerah
b3 = Koefisien regresi

a = konstanta

€ = Error Term

Regresi variabel mediasi

Analisis regresi variabel mediasi dengan metode kausal step
dikembangkan oleh Baron dan kenny (1986) yang dikutip oleh Suliyanto
(2011). Untuk memahami pengujian mediasi menggunakan metode ini maka
kita dapat menggunakan tiga persamaan regresi sebagai berikut:

Persamaan | Y =a;+cX
Persamaan Il M =a, +aX
Persamaan Il 'Y =az+cX+bM

Menurut Suliyanto (2011), pada uji regresi, variabel M dinyatakan
sebagai variabel mediasi antara variabel X terhadap Y jika memenuhi kriteria
sebagai berikut:

1. Jika persamaan |, X berpengaruh signifikan terhadap Y (c # 0)

2. Jika persamaan IlI, X berpengaruh signifikan terhadap M (a # 0)

3. Jika persamaan Ill, M berpengaruh signifikan terhadap Y (b # 0)

Variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna jika
setelah memasukkan variabel M, pengaruh variabel X terhadap Y menurun
menjadi nol (¢’'=0) atau pengaruh variabel X terhadap Y yang tadinya
signifikan (sebelum memasukkan variabel M) menjadi tidak signifikan
setelah memasukkan variabel M ke dalam model persamaan regresi.
Variabel M dinyatakan sebagai variabel mediasi parsial jika setelah
memasukkan variabel M, pengaruh variabel X terhadap Y menurun tetapi
tidak menjadi nol (c’+# 0) atau pengaruh variabel X terhadap Y yang tadinya
signifikan (sebelum memasukkan variabel M) menjadi tetap signifikan
setelah memasukkan variabel M ke dalam model persamaan regresi, tetapi
mengalami penurunan koefisien regresi.
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[ll. HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Variabel Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota
yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Seluruh populasi dalam penelitian
dijadikan sampel penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan
Pusat Statistik berupa data APBD, Data Realisasi APBD dan PDRB berdasar
harga berlaku. Penelitian ini juga menggunakan data yang dikeluarkan oleh
BPK berupa Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
diaudit.
Statistik Deskriptif
Analisis Deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data dalam
penelitian ini yang meliputi nilai rerata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai
terendah (minimum) yang diperoleh dari rerata tahun 2008 — 2011.
B. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti
terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengujinya digunakan uji
Kolmogorov — Sminorv. Kriteria pengujian yaitu apabila nilai Asymp.Sig ( 2 —
tailed )> a ( 0,05 ) maka data telah terdistribusi normal.
a. Pengaruh PDRB dan Aset terhadap Penerimaan Daerah

Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Hasil Uji Normalitas One — sample Kolmogorov —

Sminorv.
Keterangan Stan.dardized
Residual
N 35
Kolmogorov-Smirnov Z 0,732
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,657

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel 3.1 diatas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed
)sebesar 0,657> nilai alpha sebesar 0,05. Hal ini berarti nilai residual
terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.
b. Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3.2
Tabel 3.2. Hasil Uji Normalitas One — sample Kolmogorov —

Sminorv.
Keterangan Stan_dardized
Residual
N 35
Kolmogorov-Smirnov Z 0,976
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,296

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan tabel 3.2 diatas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed)
sebesar 0,296> nilai alpha sebesar 0,05. Hal ini berarti nilai residual
terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.
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2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gejala
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF ( Variance Inflation Factor ).
Kriteria pengujianVIF>10 ada gejala multikolinearitas, VIF <10 tidak ada
gejala multikolinearitas.

a. Pengaruh PDRB dan Aset terhadap Penerimaan Daerah
Perhitungan VIF dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Uji Multikoliniearitas

Variabel VIF
PDRB 1,085
Aset 1,085

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa masing — masing nilai VIF
kurang dari 10. Maka dapat dilihat bahwa dalam persamaan regresi tidak
terdapat gejala multikolinearitas
b. Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Uji Multikolinieritas tidak dilakukan karena merupakan regresi linier
sederhana dan hanya memiliki satu variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien — koefisien
regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari
semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan regresi linier, yaitu
bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut
homoskedastisitas  Guijarati (1995). Pengujian ada  tidaknya
heteroskedastisitas menggunakan uji gleyser. Jika nilai signifikansinya (a)
lebih dari 0,05 maka dapat dipastikan tidak ada gejala heteroskedastisitas.
a. Pengaruh PDRB dan Aset Terhadap Penerimaan Daerah
Tabel 3.4.Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig
PDRB 0,532
Aset 0,906

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan hasil perhitungan heteroskedastisitas yang ditunjukkan
oleh tabel 3.4 terlihat nilai signifikansi variabel PDRB sebesar 0,532
dan nilai signifikansi variabel aset sebesar 0,906. Hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai sginifikansi
lebih besar dari 0,05 sehingga lolos uji asumsi heteroskedastisitas.
b. Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Tabel 3.5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig

Penerimaan Daerah 0,714

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

Berdasarkan hasil perhitungan heteroskedastisitas yang ditunjukkan
oleh tabel 3.5 terlihat nilai signifikansi variabel penerimaan daerah
sebesar 0,714.Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel
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penerimaan daerah memiliki nilai sginifikansi lebih besar dari 0,05
sehingga lolos uji asumsi heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar
residu serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (time
series) atau ruang (cross sectional). Hal ini berarti bahwa suatu tahun
tertentu dipengaruhi oleh tahun berikutnya. Untuk menguji ada tidaknya
autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Lagrange Multiplier (LM Test
) yaitu dengan membandingkan X*hitung dengan X*tabel dengan df = (a, n-
1). Jika nilai X*hitung > X%tabel, hal itu menunjukkan adanya masalah
autokorelasi. Sebaliknya, jika X*hitung < Xtabel, hal itu menunjukkan tidak
terjadi masalah autokorelasi.
a. Pengaruh PDRB dan Aset Terhadap Penerimaan Daerah
Tabel 3.6 Uji Autokorelasi
Model R Square
1 0,033
Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan output di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,033 dan
jumlah n 35, maka X?hitung sebesar ( 34 x 0,033 ) = 1,122, sedangkan
X’tabel sebesar 48,602 karena X°hitung < X%abel, maka model
persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi
b. Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Tabel 3.7 Uji Autokorelasi
Model R Square
1 0,238
Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan output di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,238 dan
jumlah n 35, maka X?hitung sebesar (34 x 0,238 ) = 8,092, sedangkan
X’tabel sebesar 48,602 karena X°hitung < X°tabel, maka model
persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi
C.Analisis Regresi
Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan aset terhadap Penerimaan Daerah
digunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 17.0 for

windows
Tabel 3.8 Koefisien Persamaan Garis Regresi
_ Unstandardized .
Variabel Coefficients t Sig.
(Constant) 6,774 8,101 0,000
PDRB 0,346 7,337 0,000
Aset 0,057 0,911 0,369

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan tabel 3.8 dengan menggunakan koefisien regresi diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut :

M =6,774 + 0,346 X; + 0,057 Xo+ ¢
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka hasil koefisien regresinya
sebagai berikut :
l)a =6,774

137



Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Volume XVI, No.1 Januari 2016

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel PDRB dan aset
bernilai 0 maka penerimaan daerah sebesar 6,774.

2) b; = 0,346
Nilai koefisien b1 menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif
terhadap penerimaan daerah. Apabila variabel independen lainnya tetap
(X2= 0) , maka setiap kenaikan per satuan PDRB akan menaikkan
penerimaan daerah sebesar 0,346

3) b, = 0,057
Nilai koefisien b, menunjukkan bahwa variabel aset berpengaruh positif
terhadap penerimaan daerah. Apabila variabel independen lainnya tetap
(X1 = 0) , maka setiap kenaikan per satuan aset akan menaikkan
penerimaan daerah sebesar 0,057

4) Koefisien Determinasi ( R Square )

Tabel 3.9. Koefisien Determinasi
Std. Error of the

R R Square Adjusted R Square Estimate

0,815% 0,664 0,643 0,07780

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri
Berdasarkan tabel 3.9 hasil perhitungan regresi berganda, diperoleh
hasil Adjusted R Square sebesar 0,643. Hal ini menunjukkan bahwa 64,30 %
variabel dependen (penerimaan daerah) dijelaskan dan dipengaruhi oleh
variabel independen (PDRB dan Aset). Hal ini berarti masih terdapat 35,70 %
faktor lain yang mempengaruhi penerimaan daerah
D.Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan aset terhadap penerimaan daerah
digunakan uji t satu ujung. Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa
pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai
berikut :
1) Hipotesis pertama
Berdasar hasil perhitungan statistik regresi linier berganda diperoleh nilai t
hitung variabel PDRB sebesar 7,337 dengan nilai signifikansi 0,000
sedangkan nilai t tabel sebesar 1,694. Hal ini berarti t hitung lebih besar
dari t tabel dan nilai signifikansi < a ( 0,05 ). Hal ini menunjukkan bahwa
variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan
daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan PDRB berpengaruh
positif signifikan terhadap penerimaan daerah, diterima.
2) Hipotesis kedua
Berdasar hasil perhitungan statistik regresi linier berganda diperoleh nilai t
hitung variabel aset sebesar 0,911 dengan nilai signifikansi 0,369
sedangkan nilai t tabel sebesar 1,694. Hal ini berarti t hitung lebih kecil
dari t tabel dan nilai signifikansi > a ( 0,05 ). Hal ini menunjukkan bahwa
variabel aset tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan
daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan aset berpengaruh
positif signifikan terhadap penerimaan daerah, ditolak.
3) Hipotesis ketiga
a) Analisis Regresi
Untuk menganalisa pengaruh antar variabel Penerimaan Daerah
terhadap kinerja keuangan digunakan metode analisis regresi linier
sederhana dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows
Tabel 3.10 Koefisien Persamaan Regresi
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Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 14,210 5,327 2,668 0,012
Penerimaan Daerah -0,966 0,447 -0,352 -2,162 0,038

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel 3.10, dengan menggunakan koefisien regresi

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y=14,210 - 0,966 M+ ¢

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka hasil koefisien regresinya

dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1) a =14,210
Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel penerimaan
daerah bernilai 0 maka kinerja keuangan sebesar 14,210

2) b3 =-0,966
Nilai koefisien bz menunjukkan bahwa variabel penerimaan daerah
berpengaruh  negatif terhadap kinerja keuangan, maka setiap
kenaikan per satuan penerimaan daerah akan menurunkan kinerja
keuangansebesar 0,966

b) Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 3.11 Koefisien Determinasi
Std. Error of the
Estimate

0,352 0,124 0,098 0,33949
a

R R Square Adjusted R Square

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

Berdasarkan tabel 3.11 hasil perhitungan regresi sederhana, diperoleh
hasil Adjusted R Square sebesar 0,098. Berdasarkan tabel 3.11 hasil
perhitungan regresi berganda, diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar
0,098. Hal ini menunjukkan bahwa 9,80% variabel dependen (kinerja
keuangan) dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen
(Penerimaan Daerah). Hal ini berarti masih terdapat 90,20% faktor lain
yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Untuk mengetahui pengaruh variabel Penerimaan Daerah terhadap
variabel Kinerja Keuangan digunakan uji t satu ujung. Berdasar hasil
perhitungan statistik regresi linier pada tabel 3.10 variabel penerimaan
daerah diperoleh nilai t hitung sebesar -2,162 dengan nilai signifikansi
0,038 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,692. Ini berarti nilai t hitung lebih
kecil dari t tabel dan nilai signifikansi < a ( 0, 05 ). Hal ini menunjukkan
bahwa variabel Penerimaan Daerah berpengaruh negatif signifikan
terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan
Penerimaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan ditolak.

4) Hipotesis keempat
Analisis regresi variabel mediasi dalam penelitian ini menggunakan
kausal step dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986). Analisis regresi
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mediasi dengan metode kausal step dilakukan dengan langkah sebagai
berikut :
a). Membuat persamaan regresi variabel bebas (X) terhadap variabel
tergantung (Y)
Tabel 3.12 Koefisien Persamaan Regresi

Unstandardized

Variabel . Sig.
Coefficients 9
(Constant) 2,378 0,551
PDRB -0,078 0,728
Aset 0,107 0,719

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

b). Membuat persamaan regresi variabel bebas (X) terhadap variabel
mediasi (M)
Tabel 3.13. Koefisien Persamaan Regresi
Unstandardized

Variabel Coefficients S10.
(Constant) 6,774 0,000
PDRB 0,346 0,000
Aset 0,057 0,369

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

c). Membuat persamaan regresi variabel bebas (X) terhadap variabel
tergantung (Y) dengan memasukkan variabel mediasi (M) dalam
persamaan

Tabel 3.14 Koefisien Persamaan Regresi
Unstandardized

Variabel Coefficients Sig.
(Constant) 20,154 0,002
PDRB 0,829 0,011

Aset

-0,256 0,317
Penerimaan -2,624 0,001
Daerah

Sumber: Hasil Data Diolah Sendiri

Unstandardized Coefficient pada persamaan pertama PDRB
terhadap kinerja keuangan sebesar -0,078 dengan signifikansi 0,728
berarti tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara PDRB dengan
kinerja keuangan. Unstandardized Coefficient pada persamaan kedua
PDRB terhadap penerimaan daerah sebesar 0,346 dan dengan
signifikansi 0,000 berarti terdapat pengaruh positif signifikan antara
PDRB dengan penerimaan daerah. Unstandardized Coefficient pada
persamaan ketiga PDRB terhadap kinerja keuangan dengan
memasukkan variabel penerimaan daerah sebesar 0,829 dengan

140



Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Volume XVI, No.1 Januari 2016

signifikansi 0,011. Unstandardized Coefficient penerimaan daerah

terhadap kinerja keuangan sebesar -2,624 dengan signifikansi 0,001

sehingga terdapat pengaruh negatif signifikan penerimaan daerah

terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa variabel bebas
(PDRB) berpengaruh terhadap variabel mediasi (penerimaan daerah).
Variabel mediasi berpengaruh negatif terhadap variabel tergantung
(kinerja keuangan). Setelah memasukkan variabel mediasi, variabel
bebas tetap tidak berpengaruh terhadap variabel tergantung, sehingga
dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah tidak memediasi hubungan
antara PDRB dengan kinerja keuangan.

Unstandardized Coefficient pada persamaan pertama Aset terhadap
kinerja keuangan sebesar 0,107 dengan signifikansi 0,719 berarti tidak
terdapat pengaruh antara aset dan kinerja keuangan. Unstandardized
Coefficient pada persamaan kedua Aset terhadap penerimaan daerah
sebesar 0,057 dengan signifikansi 0,369 berarti tidak terdapat pengaruh
antara aset dan penerimaan daerah. Unstandardized Coefficient pada
persamaan ketiga Aset terhadap kinerja keuangan dengan memasukkan
variabel penerimaan daerah sebesar 0,256 dengan signifikansi 0,317
sehingga tidak terdapat pengaruh aset terhadap kinerja keuangan.
Unstandardized Coefficient penerimaan daerah terhadap kinerja
keuangan sebesar -2,624 dengan signifikansi 0,001 sehingga terdapat
pengaruh penerimaan daerah terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa variabel bebas
(Aset ) tidak berpengaruh terhadap variabel mediasi (penerimaan daerah).
Variabel mediasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan
setelah memasukkan variabel mediasi, variabel bebas tetap tidak
berpengaruh terhadap variabel tergantung, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penerimaan daerah tidak memediasi hubungan antara Aset
dengan kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan
penerimaan daerah memediasi PDRB dan Aset dengan kinerja keuangan
ditolak.

IV. PEMBAHASAN
1. Produk Domestik Regional Bruto dengan Penerimaan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif
terhadap penerimaan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Muhamad (2005) yang menyatakan bahwa PDRB
berpengaruh terhadap PAD. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian
Rahmadi (2011) dengan hasil PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap PAD, pajak, retribusi, BUMD, penerimaan lain yang sah, Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak, penerimaan daerah lainnya, dana perimbangan,
DAU. Penelitian ini juga mendukung penelitan Datu (2012) yang

menyatakan bahwaPDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah
dalam jangka waktu tertentu. Semakin meningkatnya PDRB yang dihasilkan
oleh suatu daerah akan semakin meningkatkan produksinya. Hasil produksi
masyarakat tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan pengadaan barang dan jasa publik.
Pemerintah dapat mengambil hasil produksi tersebut dalam bentuk pajak,
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semakin meningkatnya nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu
daerah maka akan semakin meningkatkan pajak yang diterima oleh
pemerintah. Dengan meningkatnya penerimaan di sektor pajak maka
Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Dengan PAD yang baik akan
mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam mengelola sumber daya
yang dimilikinya.

PDRB juga digunakan untuk mengetahui perkembangan dan struktur
ekonomi suatu wilayah, sehingga pemerintah daerah dan menentukan arah
pembangunannya. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan potensi
daerahnya melalui investasi pemerintah pada barang publik yang dapat
mendorong setiap sektor yang memberikan kontribusi pada PDRB untuk
meningkatkan PDRB. Semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan
semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya
peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong
peningkatan pendapatan asli daerah Saragih (2003).

Berdasarkan output korelasi PDRB dengan Dana Perimbangan, DAU,
DAK dan DBH diperoleh kesimpulan bahwa koefisien korelasi PDRB dengan
dana perimbangan 74,5%, hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara PDRB
dengan dana perimbangan bernilai positif berarti hubungan searah.
Koefisien korelasi PDRB dengan DAU sebesar 71,2%, hal ini menunjukkan
bahwa korelasi antara PDRB dengan DAU bernilai positif berarti hubungan
searah.Koefisien korelasi PDRB dengan DAK sebesar 30,1%, hal ini
menunjukkan bahwa korelasi antara PDRB dengan DAK bernilai positif
berarti hubungan searah. Koefisien korelasi PDRB dengan DBH sebesar
86,0%, hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara PDRB dengan DBH
bernilai positif berarti hubungan searah. PDRB memiliki korelasi sangat kuat
dengan Dana Bagi Hasil.Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pengaturan DBH dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Pemerintahan Daerah .DBH merupakan pendapatan yang
berasal dari daerah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian
dibagikan kepada daerah secara proposional. Hal ini berarti PDRB yang
menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, memiliki hubungan
erat dengan dana bagi hasil.
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Tabel 4.1 Dana Bagi Hasil

0 Proporsi
No Jenis % untuk Kab/ Kota Kab/ Kota Upah
Daerah Prov  Penghasil Lain DIm Prov Pungut
1 PBB 90% 16,20%  64,80% 9%
2 BPHTB 80% 16% 64%
3 PPH 20% 8% 12% *)
4 CUKAI 2% 0,60% 0,80% 0,60%

*) 8,4% Kab/Kota tempat WP dan 3,6% Kab/Kota dalam Prov yg sama
Sumber : Buku Pegangan 2009,Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. DepKeu

2. Aset Pemerintah Daerah dengan Penerimaan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset tidak berpengaruh terhadap
penerimaan daerah, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri
(2013) yang menyatakan bahwa aset yang dimiliki pemerintah daerah
sebagian besar masih rendah dan terjadi karena pemerintah daerah belum
sepenuhnya mampu menggali sumber daya yang dimiliki dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian Sutaryo (2013) yang menyatakan bahwa aset daerah
berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putri (2013) karena
berdasar informasi yang diperoleh dari BPK, adanya temuan tentang
penyajian aset yang tidak akurat dalam neraca menyebabkan besarnya
aset belum dapat mencerminkan potensi yang ada aset merupakan
sumber daya yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
sehingga diperlukan pengelolaan baik meliputi perencanaan kebutuhan
dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan
penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaataan atau
penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sehingga mampu memberikan
kontribusi optimal terhadap pemerintah daerah.

Besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa
Tengah diduga belum dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga
belum dapat memberikan penerimaan daerah yang besar. Pemerintah
daerah perlu meningkatkan pengelolaan asetnya sehingga dapat
meningkatkan penerimaan daerabh.

3. Penerimaan Daerah dengan Kinerja Keuangan

Hasil penelitan ini  menunjukkan bahwa penerimaan daerah
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Simbolon (2011) yang menyatakan bahwa Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah. Penelitan yang dilakukan Rahim (2008) yang
menunjukkan hasil bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah
daerah dari pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang
diterima melalui DAU dan DAK tidak memberikan dampak positif terhadap
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kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Penerimaan yang
didominasi oleh dana perimbangan akan menyebabkan ketergantungan
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tinggi sehingga akan
menurunkan kinerja keuangannya. Florida (2006) menyatakan bahwa
pembagian laba BUMD dan penerimaan lain—lain yang sah bukan pajak tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Putri (2013) menyimpulkan bahwa
DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Florida (2006)
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh PAD secara simultan terhadap
kinerja keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Julitawati
(2012) yang menyatakan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara
simultan dan parsial berpengaruhterhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten/kota di Provinsi Aceh.Penelitian ini juga tidak sejalan dengan
Putri ( 2013 ) menyimpulkan bahwa DBH, DAU berpengaruh terhadap
kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rahim (2008) yang
menyatakan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah
dari pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan daerah pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasar data statistik keuangan pemerintah
provinsi tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 diperoleh hasil bahwa
penerimaan kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih dari 50% berasal dari dana
perimbangan. Hal ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih
meningkatkan penerimaan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah sehingga dengan meningkatnya penerimaan daerah akan dapat
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan dalam penelitian ini menggunakan kapasitas fiskal,
rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio
efisien. Berdasar hasil penghitungan rasio kemandirian menggunakan rumus
yang diambil dari Bisma (2010) yaitu PAD/ Dana Perimbangan x 100%
diperoleh hasil bahwa Kota Semarang memiliki rasio kemandirian tertinggi
yaitu 37,14% dan terendah dimiliki oleh Kabupaten Klaten sebesar 6,62%,
rata—rata desentralisasi fiskal diperoleh hasil bahwa Kota Semarang memiliki
rasio desentralisasi fiskal tertinggi yaitu 21,74% dan terendah dimiliki oleh
Kabupaten Klaten sebesar 5,17. Rasio efektivitas nilai terendah 92,01%
dimiliki oleh Kabupaten Klaten dan tertinggi 153,28% dimiliki oleh Kabupaten
Banyumas, rata—rata efektivitas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah
sebesar sebesar 116,43% berarti sangat efektif dalam mecapai PAD yang
telah ditargetkan Rasio efisiensi nilai terendah 96,32% dimiliki oleh
Kabupaten Banyumas dan tertinggi 126,05% dimiliki olenh Kota Tegal, rata—
rata efisiensi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 109,11%
hal ini berarti pemerintah daerah tidak efisien dalam penggunaan penerimaan
daerah untuk kebutuhan belanjanya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sedangkan kapasitas fiskal terendah dimiliki oleh Kabupaten
Pemalang sebesar 0,06 dan tertinggi dimiliki oleh 0,82.

Hal ini berarti Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan
daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Sehingga PAD dapat
memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah dengan demikian
penerimaan daerah yang tinggi yang berasal dari PAD dapat meningkatkan
kinerja keuangan pemerintah daerabh.
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4. Penerimaan Daerah memediasi PDRB dan aset dengan Kinerja
Keuangan
Hasil penelitian ini adalah penerimaan daerah tidak memediasi
hubungan PDRB dan Aset terhadap kinerja keuangan.Berdasarkan hasil
analisis diatas diketahui bahwa variabel bebas (PDRB) berpengaruh terhadap
variabel mediasi (penerimaan daerah). Variabel mediasi berpengaruh negatif
terhadap variabel tergantung (kinerja keuangan). Setelah memasukkan
variabel mediasi, variabel bebas tetap tidak berpengaruh terhadap variabel
tergantung, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah tidak
memediasi hubungan antara PDRB dengan kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil analisis diatas diketahui bahwa variabel bebas
(aset) tidak berpengaruh terhadap variabel mediasi (penerimaan daerah).
Variabel mediasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan
Setelah memasukkan variabel mediasi, variabel bebas tetap tidak
berpengaruh terhadap variabel tergantung, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penerimaan daerah tidak memediasi hubungan antara Aset dengan
kinerja keuangan

Hal ini berarti PDRB dan Aset dapat berpengaruh langsung terhadap
kinerja keuangan tanpa melalui penerimaan daerah.Peningkatan PDRB dapat
langsung meningkatkan kinerja keuangan dan peningkatan aset dapat
langsung meningkatkan kinerja keuangan.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis regresi PDRB dan Aset terhadap penerimaan daerah
diperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap
penerimaan daerah.

2. Berdasarkan analisis regresi PDRB dan Aset terhadap penerimaan daerah
diperoleh hasil bahwa aset tidak berpengaruh terhadap penerimaan
daerabh.

3. Berdasarkan analisis regresi Penerimaan Daerah dengan Kinerja
Keuangan diperoleh hasil bahwa Penerimaan Daerah berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah
daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio kapasitas fiskal, rasio
desentralisasi fiskal, kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

4. Berdasarkan analisis regresi mediasi dengan metode kausal step
diperoleh hasil bahwa Penerimaan Daerah tidak memediasi hubungan
PDRB dan Aset dengan kinerja keuangan.
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